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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1

BUPATI SUBANG

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomer 7 Tahun
2016 tentang Pembentuken dan Susunan Peranglkat
Dacrah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuuan
Pendidikan Daerash untuk mendukung kelancaran dan
keberhasilan  pelaksanaan  [ugas masing-masing
perangkat daerah ;

bahwa  untuk pelalsanaan maksud sebagaimana
tersebut pada huruf “ a” di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ientang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupawn  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Beriza Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebapgaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965,
tentang  Pembentukan Kabupaten Purwakara dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-lindang
Nemnor 14  Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenitang Sistem

Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4301);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Stpil Negara (Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah kedua kallnya dengan
Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 20156 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56T,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perangkat Deerah  [Lembaran  Negara Republil
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman l-‘cmbun:uku_n
dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Umit Pelaksana Tenis
Daerah (Rerita Negarn Republik Indonesia Tahur 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! KABUPATEM SUBANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i yvang dimaksud dengan ¢
1. Duerah adalah Kabupaten Subang ;

2. Pemerintah Daerab adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagan Badan
Eksekutil Daerah ;

3. Pemerintahan  Daerah adalah  penyelengparaan
Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah
dan  DPRD  Kabupaten Subang menurut

| azas
Desentralisas ;

<. Bupati adalah Bupati Subang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, yang selanjutnva
disebut  DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Subang ;

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan

hebudayaan
Kabupaten Subang;
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7. Unit Pelaksana Teknis Daeraeh Satuan Pendidikan, yang
gelanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten
Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang
Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan
Satuan Pendlidikan Non Formal,

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalan Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan p{ct’asu-:ya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas poiolk.

BABRB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Peiaksana
Teknis Daerah (UPTD] Satuan Pendidikan Formal dan
Satuan Pendidikan Non Formal ;

(2) Satuan Pendidikan Pormal sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri dari :

1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN);

2. Sawan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
(SDNJ;

3, Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak
Negeri (TK Negeri).

(3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dan -
Satuan Pendidikan Non Formal Sekalah Non Formal
Negeri.

(4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada
Dinus Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Suvang
tercantum dalam L

Lampiran |, merupakan bagan vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS!
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3
(1) Saruan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupakan unsur pelaksana tehnis daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
Lertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
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(2} Satuan Pendidikan Formal dan Sutuan Pendidikan Non
Formal merupakan Unit Pelaksana Telmia Daerah
Fungsional, vang dijabat cleh Pejabax Fungsional vang
diberi tugas tambahan,

Bagian kKedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non

Formal mempunyai tugas pokok melaksannkan sebugian

tu::d teknis  operasional Dinas Pendidikan  dan

Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan

Emml dan Non Formal sesual dengan kebjakan Kepala
inas,

Bagian Ketiga
Fungui
Pasa! 5

Saruan Pendidikan mempunyai fungst

1. Penyusunan bahan perumusan kebyakun teknia
operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;

2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasioanal bidang
pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pelayanan umum sesunt dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV
Pasal 6

1. ala Sekolah;
’ 3 T Linssy I - -y " 3
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-

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak
Negeri [TK Negen), membawah :
1. Kepala Sekolah,
2. Pengelola Ketatausahaan;
3 Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala Sawmuan Pendidikan merupakan abawan
fungsional guru/pamong belgjar sesua: dengan
ketentuern peraturan perundang-undangan. hepala
Pengeiola Ketatausahaam merupakan  abrian non
eselon

(d) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman hanak -
Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas
tambahan sesual  dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan Kepala Pengelola Ketntausabhaan
merupakan jabatan non eselon

(3 Bagan Struktur Organisasi Satuan Peadslikan Furmal,
sebagaimana tercantum dalam lampiran U, il dan IV
merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupatu im

Pasa! 7
{1 Susunan Organisasi Satuan Pendudikan Nonformal,
terdin atas

Satuun Pendidikan Nonformal Sangar Kegatan Belajar
Sekolah Nonformal Negen, membawahi -
i. Kepaia Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, rang terdin darni
a. Wakil Kepala Sekolah Bldlnl PAUD:

b. Wakil Kepaia Bidang Pendidikan
Keﬂmdnm

Wakil Sekolah Kursus
© : Kepala ﬂh-' dan

:tMMW
mmm
Urusar Kepegawman.

L mewnumnm
& Urusan Persuratan dan Pengarsipan

4. helompok Jabatan Fungsional

.' MMmmmmmm
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

(1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
Pendidikan Non Formal dapat dibentul Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2

ey

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana diraksud
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah twnaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagal
kelompolk sesuai dengan bidang keahliannya.

(3)

—

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan {ungsional
ditetapkan olech Bupati berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

(1

Dalam melaksanakan tugas dan [ungsinya, Kepala
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing
maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan
Pemeriniah Daerah serta instansi lain di Juar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

(2

Setiap pimpinan satuan organisasi bertansgung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta perunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{3

—

Setiap bawahan pada satuan organisasi  wajib
mengikuti dan mematuhi perunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkala.

BAE VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapaian Belanja
Dacrah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Subang.
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BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 1]

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan
Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ssbagsinsns
dimaksud Peraturan Bupati ‘ni, diatur lebih lan'ut oleh
Bupati dan ditetapkar dengan Peraturan Bupat

Pasal 12
Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidixan Formal
dan Satuan Pendidikan Non Pormal dapat disesiaikan
dengan perkembangan kewenangan. kemampuan dan

kslyutuhan dasrah berdassrkan Feraturan  erundang
undangan yang beriaku

BAR X
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 13

Dengun diundsngkannys Peratursn Bupati . maka
Peraturan  Perundang wrdansas  sebelumnnie vang
bertentangsn dengan Peraturen Bupes e donyalakan
dicabut dan tidak berlaku we

Pasal 14

Peraturan Bupss o muls  berdake  gpade  anggel
diundangkan
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7 O i .+, S Sl
| 486 an EEOER! KAMARUNG | Pagaden,
| 487 | SD NEGER] LENGKONGSAR] Pagaden
488 | e\ PiigRden
489 8D NEGERI MAYAQIQ_SAR! = _Emdon et
490 | SD NEGERI MELAT] R _ Pagaden !
491 | SD NEGERI NEGLASAR] | Pngaden 4
492 | 8D NEGERI PACADEN 2 Pagaden |
493 | SD NEGER] PAGADEN | Pagaden
| 494 | SD NEGERI PELITA KARYA Pagacen -
455 | SD NEGER! RANCABOGO | Pagaden .
495 NEGERI RANCABOQGO |1 ( Pagaden
497 | 8D NEGER! SARADAN e  Pagaden |
498 | SD NEGERI SUKAJAYA | Pagaden_
499 | 8D NEGERI SUMBERSAR] Pagader
_500_| 8D NEGERI SUSUKAN Pagaden
501 | SD NEGERI ANOGREK Pagaden Barat
502 | SD NEGERI BALINGBING 2 Pagaden Harat |
1.503 | SD NEGERI BALINGBING | Pagaden Barat
Lm'504 | SD NEGERI BATUSAR! o | Pagacern Barat |
505 | SD NEGER! BENDUNGAN | Pagaden Barat |
S06_| SD NEGERI BINA KARYA | Pagaden Barat |
507 | 8D NEGERI BUMIASIH 7_nggm§mt
508 | 8D NEGER] CIDADAP o= den Barat
509 | SD NEGER! CIDAHU Pagaaen Barat |
| 510 __QQ_N_MEI_ CIKONDANG . Pagaden Barat
511 [sD NEGER] CIUNG WANARA 1 Pagaden Barat_|
512 | SD NEGER! DWI KARYA _ Pagaden Barat
S13 | SD NEGERI GARDU MUKTI . Yaguden Barat |
514 | SD NEGERI | KARANGCEGAK | Pagaden @ Barat
515 | SD NEGERI KARYA BAKTI _| Pagaden Barat |
516 | SD NEGER! MUNJULJAYA _Pugaden Barat
517 | SD NEGER] PANGSOR | Pagaden Barat
518 | SD NEGERI PURNAMA ALAM _Pagaden Barat
519 | SD NEGERI SINDANGSONO  Pagaden Barat
520 | 8D NEGER! SR SIH . i Pagaden Harat
521 _| SD NEGERI SUKASARI | Pagaden Barat
522 | SD NEGERI SUMUR GINTUNG Pagaden Barar 'at
| 523 | SD NEGERI BAKTISARI Pamanukan
_| SD NEGERI BUD)] DM’A _Pamanukan
525 |SD NE L Pmnunuka}}_
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